
BUPATl PIDIE JAYA

PROVINSI ACER

PERATURAN BUPATl PIDIE JAYA

NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANO

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2020

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAMA KUASA

BUPATl PIDIE JAYA,

Menimbang :a. bahwa unluk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun
Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang

Anggaran Pcndapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya

Tahun Anggaran 2020, yang menyebutkan Bupati

rncnetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran

Pendapat.an dan Belanja Kabupaten sebagai landasan

operasional pclaksanaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, dipandang perlu rncnetapkan Peraturan

Bupati Pidie Java tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1985 Nomor 68, Tarnbahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tarnbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang.



2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Keislimewaan Provinsi Daerah Istimewa

Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2.003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4 286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistern

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4633);

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan

Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4683);

9. Undang.



16. Peraturan Pcmcrintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) Sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pcmerinlah Nomor 6)5 Tahun 2010

tentang Perubahan Alas Peraturan Pcmcrintah Nomor 56)

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

1 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6)5 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pcnyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indincsia Tahun 2005

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 516)5);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5272 );

20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pcngclolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2.014 Nomor 92, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533 );

2 1. Peraturan... •,
«



10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Dacrah dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 lenlang Dcsa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);

12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majclis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Dacrah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5568);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana lelah diubah

beberapa kali, yang terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

14. Peraturan Pcmerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 4028);

15. Peraturan Pcmerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan...

i



21. Peraturan Pcmerintah Nornor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun

2014 Tentang Desa (Lembaran Ncgara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Ncgara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Ncgara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5694);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Kcuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyai Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Kcuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

25. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan dan Pemanfaalan Dana Kapitasi Jarninan

Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat

Pertama Milik;Pemerintah Daerah;

26. Peraturan../



26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2.018 tcntang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

27. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tcntang Rincian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

220);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tcntang Pedoman Pcngelolaan Kcuangan Dacrah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, tcrakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tcntang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tcntang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 201 1

tcntang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial

Yang Bersurnber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tcntang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 201 1 tcntang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersurnber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019

tcntang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

31. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tent.ang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie

Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 4);

32. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 Lentang

Pembentukan dan Susunan Pcrangkat Daerah Kabupaten

Pidie Java (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun

2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Java

Nomor 4);

33. Qanun... {



33.Qanun Kabupaten Pidic Jaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidic Jaya

Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidic

Jaya Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menctapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE JAYA

TAHUN ANGGARAN 2020.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidic Jaya Tahun Anggaran

2020 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 79.678.564.555,-

b. Dana Perimbangan Rp 632.207.701.000,-

e. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp__

__
402.650.590. 148.-

Jurnlah Pendapatan Rp 1.114.536.855.703,-

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja pegawai Rp 307.543.722.160,-

2) Belanja bunga Rp 0,-

3) Belanja subsidi Rp 0,-

4) Belanja hibah Rp 4.218.700.000,-

3) Belanja bantuan sosial Rp 7.840.500.000,-

6) Belanja bagi hasil Rp o,-
7) Belanja bantuan keuangan Rp 222.433.279.234,-

8) Belanja tidak terduga Rp 3.029.166.502,-

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Barang dan Jasa

3) Belanja Modal

Jumlah Belanja

Rp 28.709.547.300,-

Rp 331.821.132.268,-

Rp

___
208.969.974,741.-

Rp 1.1 14.566.022.205,-

3. Pembiayaan...'U



3. Pcrnbiayaan :

a. Penerimaan Rp 1.029.166.502,-

b. Pengeluaran Rp.

______
1.000.000.0.00.,-

Jumlah Pembiayaan Nello Rp. 2.9.166.502,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran t.ahun Berkenaan : Rp. 0,-

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pcndapatan dan Belanja KabupaLen

sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 1 tercanium dalam Lampiran I Peraturan

Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja KabupaLen sebagaimana

dirnaksud dalam Pasal 1 dirinei lebih lanjut dalam Lampiran II, Lampiran III

dan Lampiran IV yang merupakan bagian Lidak tcrpisahkan dari Peraluran

BupaLi ini.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran APBK yang ditctapkan dalam peraluran ini

dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja

perangkal kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

/
Pasal 5.y



Pasal 5

Pcraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dalam Berita Kabupaten.

Diundangkan di Meureudu

pada tanggal 23 Desember 2019 M

26 Rabiul Akhir 1441 H

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PIDIE JAY/

ABO. RAHMAN

BERITA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2019 NOMOR 33

Ditetapkan di Meureudu

pada tangga1 23

__
Desember

__
2019 M

2.6 Rabiul Akhir 1441 H

BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB BIN ABBAS

/


